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PENDAHULUAN
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Pertumbuhan penduduk saat ini semakin meningkat, dan itu menjadi isu yang sangat populer dan mencemaskan bagi negara-negara di dunia. Di Indonesia hal ini menjadi masalah besar dibandingkan negara lain, pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan baik di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan terutama peningkatan mutu kehidupan atau kualitas penduduk dalam sumber daya manusia  yang dibarengi besarnya jumlah penduduk yang tidak terkontrol. Kondisi laju pertumbuhan penduduk yang tidak dapat dikendalikan dapat mengakibatkan pemanasan global, kerusakan lingkungan, kemiskinan, meningkatnya kebutuhan pangan, energi, dan air. Salah satu cara untuk menekan laju pertumbuhan ini adalah dengan program Keluarga Berencana (KB).
[bookmark: _GoBack]Jumlah penduduk yang tinggi tentu bukan persoalan yang mudah dalam mengatasi persoalan kependudukan. Diperlukan usaha dan upaya yang berkelanjutan dalam menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Salah satu upaya yang harus dilakukan yaitu dengan pembuatan kebijakan dari pemerintah yang memiliki peran dan tanggungjawab dalam menangani masalah pertumbuhan penduduk. Masalah kepadatan penduduk tersebut sudah banyak dilakukan upaya-upaya untuk meminimalisirkannya, seperti adanya program transmigrasi dan program Keluarga Berencana (KB). Namun program tersebut dirasa lambat lain melemah dari berbagai sudut persoalan, mulai dari pencapaian peserta KB yang mengalami penurunan serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya program tersebut.
Kabupaten Cirebon merupakan salah satu wilayah besar dengan jumlah penduduk yang tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Kabupaten Cirebon memiliki jumlah penduduk sebesar 2.189.785 jiwa pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 sebesar 2.270.621 jiwa. Penduduk ini tersebar pada 40 Kecamatan dan terdiri dari 412 Desa dan 12 Kelurahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk meningkat setiap tahunnya (Badan Pusat Statistik, 2021). Tingginya jumlah penduduk Kabupaten Cirebon, Pemerintah Kabupaten Cirebon berupaya dalam menyukseskan program KB dengan melibatkan partisipasi masyarakat agar dapat terlibat secara partisipatif.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/70/SJ Tanggal 11 Januari 2016 perihal Perancangan dan Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas (KB), dan Surat Kepala BKKBN Pusat No. 046/BL/200/B4/2016 Tanggal 12 Januari perihal Perancangan dan Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di seluruh Indonesia, maka melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) yang memiliki visi "Menjadi Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas" memiliki kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan untuk terwujudnya cita-cita pembangunan Indonesia yang terdapat dalam Nawacita terutama pada agenda prioritas ke 3 yaitu "Memulai pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan", serta agenda prioritas ke 5 yaitu "Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia" dan agenda prioritas ke 8 yaitu "Melakukan revolusi karakter bangsa", BKKBN diberi mandat oleh Presiden RI agar mengimplementasikan program Kampung Keluarga Berkualitas (KB).
Perancangan Kampung Keluarga Berkualitas  (KB) dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2016 oleh Presiden RI di Dusun Jenawi Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Kampung Keluarga Berkualitas (KB)  ialah satuan wilayah yang setingkat RW, dusun atau setara dengan kriteria tertentu, terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga, serta sektor terkait yang dilaksanakan secara sistematik dan sistematis. (BKKBN, 2015).
Menindaklanjuti arahan Presiden, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 843.4/2879/SJ Tanggal 15 April 2020. Terkait intensifikasi dan ekstensifikasi program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) diharapkan dapat berkontribusi didalam penanggulangan stuning, penurunan angka kematian ibu hamil/melahirkan, menurunkan angka umeet-need, kesertaan Keluarga Berencana, serta menurunkan angka kemiskinan.
Kegiatan yang dilakukan pada Kampung KB tidak hanya berperan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk serta tidak hanya identik dengan penggunaan dan pemasangan alat kontrasepsi, akan tetapi Kampung KB merupakan program pembangunan terpadu dan terintegrasi dengan berbagai program pembangunan lainnya. Kampung KB ialah suatu wadah yang dapat dijadikan sebagai wahana pemberdayaan masyarakat dengan berbagai macam program yang mengarah pada upaya merubah sikap, perilaku dan cara berfikir (mindset) masyarakat kearah yang lebih baik. Melalui program ini, pemerintah daerah diharapkan dapat menjadikan Kampung KB sebagai prioritas di setiap Kabupaten dan Kota di Indonesia. BKKBN berupaya mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah agar ikut andil dalam pelaksanaan program ini serta dapat bersentuhan langsung dan memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia di seluruh tingkatan wilayah. BKKBN akan bekerjasama dengan Kementerian, lembaga terkait, serta organisasi lintas sektor dalam pengembangan Kampung KB untuk kedepannya.
Prasyarat wajib dalam pembentukan Kampung KB yang harus dipenuhi yaitu adanya dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah, ketersediaan data dan informasi kependudukan akurat serta partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam hal ini yaitu dukungan partisipasi aktif dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang akan dilakukan di Kampung KB secara berkesinambungan.
Partisipasi masyarakat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
Keberhasilan program Kampung KB tidak hanya mengandalkan pemerintah, tetapi peran seluruh komponen masyarakat juga mempengaruhi, Kampung KB sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, terutama dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau setara melalui program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBKP) dan program-program pembangunan lainnya yang telah disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Adanya partisipasi masyarakat dalam program Kampung KB akan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan integrasi program lintas sektor, mensejahterakan masyarakat serta membangun masyarakat berbasis keluarga. Desa Setu Wetan Kecamatan Weru merupakan salah satu wilayah yang melakukan program Kampung KB di Kabupaten Cirebon.
Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat di Desa Setu Wetan terkait program Kampung KB yang pada awalnya merupakan desa padat penduduk. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan penulis yang berkaitan dengan masalah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kampung KB di Desa Setu Wetan adalah :
1. Kurangnya pengetahuan pasangan usia subur tentang alat kontrasepsi.
2. Tingkat kesertaan ber-KB relatif rendah. 
3. Kurangnya partisipasi masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kampung KB di Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.
[bookmark: _Toc129784973]Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon". 

[bookmark: _Toc134286439]1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang dan kurioritas peneliti dibagian sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan permasalahan utama yang timbul mengenai Program Kampung Keluarga Beerkualitas (KB) yaitu : "Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon".
Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis berusaha untuk merumuskan masalah penelitian tersebut sebagai berikut :
1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas  di Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon?
2. Apa saja hambatan-hambatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas  di Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon?
3. Apa saja upaya-upaya yang ditempuh dalam mengatasi hambatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas  di Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon?
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Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas  di Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas  di Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas  di Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.
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Kegunaan penelitian ini yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Kegunaan teoritis :
a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori administrasi publik, khususnya teori tentang partisipasi masyarakat.
b. Hasil penelitian dapat memperkaya literatur dalam bidang ilmu administrasi publik, khususnya literatur tentang partisipasi masyarakat.
2. Kegunaan praktis :
a. Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas.
b. Hasil penelitian dapat dijadikan referensi dan perbandingan bagi peneliti lain yang bermaksud melakukan penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.
